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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Putri et al., (2024) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kekayaan yang 

dikumpulkan negara nantinya akan disalurkan untuk mendanai berbagai kegiatan 

negara dan akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas 

publik lainnya. Melalui mekanisme ini negara dapat meningkatkan kelancaran 

operasional pada berbagai sektor penting yang mendukung perekonomian.  

 Sistem perpajakan berlandaskan pada asas gotong royong di mana individu 

atau badan usaha berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Asas ini selaras dengan  

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menjadikan pemungutan pajak memiliki 

landasan hukum yang kokoh dan merupakan kewajiban konstitusional yang harus 

dipatuhi oleh setiap warga negara. 

Melepaskan sebagian uang sebagai kewajiban pajak menjadi refleksi dari 

pengorbanan demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan (Oe Meita Djohan, 2010). 

Keterkaitan pajak sangat erat dengan pembangunan negara terutama dalam hal 

penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Berbagai infrastruktur penting yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi dihadirkan dari kekayaan yang telah masyarakat 

bayarkan kepada negara.  

Salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh penyaluran dana pajak adalah 

sektor pariwisata. Putra et al. (2009) menyatakan pariwisata adalah kumpulan 

fenomena dan hubungan yang muncul dari keterlibatan wisatawan, pelaku bisnis, 

pemerintah, dan masyarakat setempat. Sektor pariwisata menjadi kontributor 
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signifikan terhadap PDB dan penyedia lapangan kerja. Pada tingkat daerah pariwisata 

juga menjadi sektor unggulan yang berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Oleh karena itu, keberhasilan sektor ini dalam menghasilkan pendapatan yang 

optimal sangat bergantung pada seberapa efektif pengelolaan dan pemungutan pajak. 

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam 

perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pariwisata memberikan 

kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan membuka banyak lapangan pekerjaan. 

Sementara itu, sektor ekonomi kreatif, yang mencakup berbagai industri seperti kuliner, 

desain, dan seni, turut meningkatkan daya saing nasional. Dengan potensi yang terus 

berkembang, kedua sektor ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, berbagai tantangan seperti 

infrastruktur, regulasi, dan strategi pemasaran harus dikelola dengan baik agar tidak 

menghambat perkembangan sektor tersebut. 

Pada tingkat daerah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Muara Enim 

memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Sektor pariwisata terus mengalami 

pertumbuhan dan peningkatan yang signifikan, didukung oleh berbagai program 

unggulan seperti Air Terjun Bedegung di Kecamatan Tanjung Agung, Program Bujang 

Gadis Muara Enim, Sosialisasi Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam 

Pengembangan Kemitraan Pariwisata, serta Sosialisasi Pengawasan dan Pembinaan 

Kepatuhan Pelaku Usaha yang tersertifikasi CHSE. Sementara itu, sektor ekonomi 

kreatif meliputi pengembangan sistem pemasaran berbasis digital, kegiatan fasilitasi 

pendanaan, dan inovasi dalam pembayaran untuk mendukung ekonomi kreatif 

Kabupaten Muara Enim. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
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daerah dan mendongkrak kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Tabel 1. 1 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

 Tahun Anggaran 

2022 

Tahun Anggaran 

2023 

Tahun Anggaran 

2024 

Program Peningkatan Daya 

Tarik Destinasi Wisata 

Rp711.225.500 Rp1.079.138.820 Rp972.720.910 

Program Pemasaran Pariwisata Rp1049.992.773 Rp949.986.700 Rp1.642.045.070 

Program Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Melalui 

Pemanfaatan dan Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual 

Rp479.854.992 Rp744.994.200 Rp694.974.544 

Program Pengembangan 

Sumber Daya Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

Rp299.999.912 Rp399.999.700 Rp119.999.900 

Sumber. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim 

 Potensi yang besar dan menjanjikan tidak lepas dari berbagai hambatan yang 

masih membatasi pengelolaannya. Masalah utama yang sering muncul adalah 

rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap kewajiban memungut 

dan melaporkan pajak. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta 

minimnya sosialisasi oleh pihak terkait turut memperburuk kondisi ini. Pelaksanaan 

pemungutan PPh Pasal 22 sering menghadapi penyimpangan, seperti ketidaksesuaian 

jumlah pajak, keterlambatan pelaporan, dan kurangnya kepatuhan bendahara yang 

berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Studi mendalam mengenai 
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perpajakan dalam sektor pariwisata akan menjadi langkah penting untuk menjawab 

tantangan sekaligus membuka peluang pembangunan yang lebih maksimal. 

Perkembangan sosial ekonomi mendorong penyempurnaan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan 

transparan (Anggriani, 2021). Dasar hukum untuk pemungutan pajak ini diatur oleh 

Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami 

beberapa perubahan melalui UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 16 Tahun 2009. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 231/PMK.03/2019 memberikan perincian 

lebih lanjut tentang objek dan tarif PPh Pasal 22, serta tata cara pemungutannya. 

Penegakan hukum dan kepatuhan perpajakan di pemerintah daerah khususnya Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi semakin penting karena peran mereka dalam 

mendorong perekonomian lokal dan menyediakan layanan publik yang baik. 

Berdasarkan studi literatur terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh 

Simarmata et al. (2024) pelaporan pajak sering kali mengalami keterlambatan, yang 

menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini. Selanjutnya, penelitian 

oleh Taroreh et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun perhitungan pajak sudah 

sesuai dengan ketentuan, kesalahan dalam waktu penyetoran dan pergantian staf 

menyebabkan kurangnya efisiensi pada administrasi pajak. Penelitian lain oleh 

Pangkey et al. (2023) mengungkapkan bahwa meskipun beberapa bendahara di Dinas 

Pariwisata telah mematuhi kewajibannya, masih ada masalah dalam pelaporan dan 

pemungutan pajak yang tidak sesuai prosedur. Kemudian penelitian dari Lintang et al. 

(2024) menemukan perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Balai Pengujian 

dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung masih terdapat ketidaksesuaian 

khususnya dalam hal memungut PPh Pasal 22 yang sebenarnya bukan merupakan 
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objek pajak. Serta penelitian dari Kurnia Winata et al. (2022) menemukan bahwa 

perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara terjadi kesalahan yang disebabkan pihak instansi pemerintah 

salah menetapkan tarif pemungutan pajak dan salah memungut pajak yang bukan merupakan 

objek PPh Pasal 22. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dan kendala 

administratif di tingkat daerah. 

Namun tidak banyak yang membahas faktor-faktor spesifik tantangan 

manajerial atau hambatan teknis di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara 

langsung memengaruhi realisasi target penerimaan PPh Pasal 22. Penelitian in akan 

mengisi kesenjangan dengan menganalisis kepatuhan terhadap peraturan pemotongan 

dan pelaporan pajak, serta mengevaluasi capaian realisasi penerimaan PPh 22 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. 

Permasalahan dalam pelaksanaan pemotongan dan pelaporan pajak, seperti 

kurangnya tingkat kepatuhan dan pemahaman peraturan di tingkat pelaksana serta 

sistem administrasi yang belum optimal harus diatasi dengan serius. Wajib pajak yang 

patuh adalah mereka yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan tanpa adanya tekanan seperti pemeriksaan atau penerapan sanksi 

(Gunadi, 2016). Ketidakpatuhan atau kegagalan mencapai target penerimaan pajak 

dapat menghambat pembangunan daerah. Berbagai latar belakang di atas menjadi 

alasan peneliti ingin mengangkat penelitian ini yang berjudul “Analisis Tingkat 

Kepatuhan dan Realisasi Pajak Penghasilan Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim telah 

mematuhi peraturan terkait pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku? 

2. Bagaimana realisasi PPh Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan target yang ditetapkan? 

1.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kepatuhan pemotongan dan pelaporan Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim terhadap PPh Pasal 22 sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Untuk menganalisis realisasi PPh Pasal 22 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan target yang ditetapkan. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1    Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu perpajakan, 

khususnya mengenai implementasi PPh Pasal 22 di sektor pariwisata dan ekonomi 

kreatif pada tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam 

pemahaman tentang penerapan Stewardship Theory dalam konteks manajemen sektor 

publik, khususnya peran pengelola pajak sebagai steward yang bertanggung jawab 

mengoptimalkan penerimaan pajak demi kepentingan bersama. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas 

efektivitas sistem perpajakan di sektor pemerintahan daerah. 

1.3.2 Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Muara Enim dalam membantu mengidentifikasi dan memahami tingkat 

kepatuhan serta hambatan dalam pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

22. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi realisasi pajak serta membantu dinas dalam meningkatkan efisiensi 

administrasi pajak. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

dalam penyusunan kebijakan internal guna memperbaiki mekanisme pengelolaan 

pajak, termasuk optimalisasi pengawasan terhadap transaksi yang tidak langsung 

dikelola oleh bendahara. 
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